KUTARADJA, 29 OCTOBER 1949.-

No. 3983/5/0em, -

Lampiran § 2.~

Peri hal : Peraturan Pemerintah No, 9
thn,1949 dan pend jelasannja,-
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Salinan ketetapan Peraturan Pemerintah No, 9 thn,1949
dan szlinan pendjelasannja, - ,
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Dikirim dengan hormat kepada paduka Tuan2i
1. Gubernur Militer it jeh, langkat dan Tanah Karo di
Kutarad ja,
2, Bupati Daerah At jeh/Tangkat (+ 8 rokaman untuk D.P.XK.),

1/2 wantnk dimaklumi., -~

AN, RURVRNUR MTLITER ATJEH, LANGKAT
DAN TANAH ZARO:
RESIDHEDN %/t
yUntuk beliau;
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';¥g;a5§9" PERATURAN PIMERINTAH No, 9 TAHUN 1949

PEITANG
KEWADJIBAN BERBAKTI BAGI PELADJAR

PRECSIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG : perlu memperbaharul peraturan2 tentang pengerahan tena-

MEL

ap

ga preladjar jang dikcluuarkan oleh Kepala Staf Angkatan
Perang;

GINGAT : Pasal 12 Undang-undang Dasar; ]
Undang-undang keadaan bahaja. tahun 1946; : i
Feraturan Pemerintah No 33 tahmn 1948;

Peraoturan Pemerintah No, 70 tahun 1948;

Peraturan Dewan Pertahanan Negara No.1l3 tahun 1946; °
Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Ferang No,
U.G,5.4.P./49 tertangzal 1-2-1949;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan peraturan sebagal berikut :

"PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEWADJIBAN BERBAKTI BAGI
PELTADJIART

Pasal 1 v

Jang dimaksudkanr dalam Feraturan ini densan "Peladjar" ialah ti-
wargea Negara Indonesia jang pada tahun 1947, 1948 atau 1949 ada-

leh murid pada S.l.A. Eeatas atau pada sekolah lain jang sederad jat

dengan itu, baik jang diselenggarakan olkh Pemerintah, maupun oleh
partikalir dam masih berhasrat meneruskan peladjarannja.

(1)

(2)

Pasal 2.

Tiap pelad jar diwadjibkan berbakti guna kepentingan Negara me-
nurtt peraturan jang ditetapkan oleh Menteri Pertaharan atau
instansi jang ditund juk olehnja,

Untuk itu maka tiap peladjar, baik jang tergaburg da’am suatu
crganisasi pelad jar maupun jang tidak, harus asrdafvavkar dirid
untuk Djawa kepada Markas Komando Djawa bagian "iob.lisagi Pe-
lad jar" atau tjabang-~t jabangnja dan untuk aaerar lunr Djawa ke-
pada instansi? jang ditund juk oleh Menteri Partalkunan,
fopala~kepala Sekolah jang bersangkutan harus berusaha supaja
pendaftaran itu berd jalan lant jar,

Pasal »

Tdbebaskan dari kewaddibén termaktub dalam pasal 2, ialah:

a,

b.

pelad jar* jang menurut surat keterangan dokter kesehatannja ter-
gang/u; '

peladjar jang tjatjat eedemikian rupa, hingga tidak dapat aktip
memozntu perdjoangan; :

pelad cxr jang bekerd ja pada Pemerintah;

pelad jar - puteri;

. Peladjar Sekolah Guru;

pelad jar Sekolah Chusus (vak) lain, ketjusli djika ada ketetapan
lain dari “enteri Pertahanan atau isntansi jang ditund juk oleh~

njas .

peiadjar lain jang diketjualikan 6l¢h lMenteri= Partahanan'atua
instansi jang ditundjuk olehnja.
Pasal 4. =2-
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Pasal 4.

(1) Para peladjar jang me“djalanban kewad jibawr berbakti, diperban-
tukan pada Pemerintan Militer atau Femerintahad Sipilf

{Z) (rganisatoris dan administratip mereka qang ada di Djawa diurua
oleh Markas Besar Komando Djawa bagian "Mobilisasi Peladjar"dan
mercka diluar Djawa oleh instansi2 jang ditundjuk oleh Menteri
Percahanan, sedang taktis mereka ada dibawah djawatan masing-
masing, dimana mereka diperbantukan. _

(3} Hukum Didplin Tentera dan Hukum Pidana Tentera berlaku bagi wu-
reka, _

Pasal 9.

Untuk memelihara kemad juan para pelﬂdgar jang sedang mend jelen-’
kan kewad jibon berbakti, Kf.lﬁbk Fan Pe ruzdlban; F.ngad jaran aan Ke-

budajaan dengcu Hourd ja saga dength T>?.HL Tut Tartahunan men je-

lenggearal:an plad Lo 7‘_anmrﬂn, o ,;—n:-fgg.. cursus=cursus,
causeri- ouuuerl, pumoatda“n-ﬁcmbﬁtjﬁun dun scbagainja,

Pedal 6.

Tentang hal 4 jasa-djasa para peladjar karena menunaikan kewad ji-
bannja berbakti akan diadakar jnraturan-peraturan thusus, :

Pasal 7.

Tiap pelad jar jang tidak mendaftarkan diri seperti Jjang termake-
tub dalam pasal 2 ajat 2 atau jang setelah menerima pangsilan tidak
datang untuk mend jalankan kewadjibannja berbakti buat semerntara a=-
tar buat selama-lamanja tidak boleh diterima mendjadi murad atau
pendengar pada sesuatu sekolah negeri atau partikelir dan djika pe=
ladjar itu telah teland jur diterima sebagai murid atau pendsagar,
?aka in dikeluarkan dari sekolahnja buat sementara atau buat selamae-

aman ja.,

Pasal 8,

Segala beaja uftuk pelaksanaan peraturan inil dibebankan kepada
anggaran beland ja “ementerian Pertahanan, terketjuali beaja untuk
pelaks sanaan pasal 5 jang dibebankan pada anggaran belandja Kemente-
rion fendidikan, Pengadjaran dan Kebuda jaan,

Pasal 9.

Mentsri Pendidikan, Pengadjnron dan Kebuda jaan manetapkan pera-
turan levih land jut guna mendjahankan pasal 5 dan 7.

Pasal 10,

Peraturan ini mulai berlaku pada Hari diumumkan.

Ditetapkan di : Jogjakarta
Pada tanggal ¢ 28 September 1949.

PRESIDEN REPUBLIK INDOWESIA

Diumunkan
Pada tanggal:28-IX-1949,- ( SOEKARNO )

SECRETARIS NEGARA,

. . MEWTERI PERTAHANAN

( HAMENGKU BUWONO IX )
ENTERI :
PENDIDIKAN, PENGADJIARAN Dall

KEBUDaJAAN,

(SARMIDI. MANGOENSARKORO)
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PENDJELASAN ULIUM

- Besglang.ulang télah dinjatakan oleh Pemerintah tentang
keperluar tenaga muda, untuk memperbesar kapasiteit dan kwali=
toit kexdja, atau untuk mengganti tenaga? jang ternjata tidak
dapat wengatacl kesukaran2 sekarang ini,

llake dengan pengerahan semua tenaga peladjar, diharepkan
g<en dnpat membawa tenaga Jang magih belum terpakal kepaca Ba=
glen? Femerintah jang memerlukan’ %'ehingga semua tenaga dalam
negara kita dapat bekerdja seeffectisf-affsotiefnja.

- Dengan demikian digdlurkan pada kes upan para-pelad jar
untuk mengambil bagian jang aktip dalam Jjoangan. i

Jalam prakbek Yerb@bkii, bahwa para peladjar dengan suka-
rela tucut aktip dalam perdjoangan, Ada jang membantu Pamong=
Prad Ja, Kepolisian dan sebagainja.

Akun tevepl Tidak dapat diupgkiri, bahwa banjek pula jang
tldsk mav menjlaysingkan lengan bad junja, menjumbargkan tenage
dalza vembelazn Lemerdeka hanja tinggal diam, seolah-0lah’
“idak ada bahaja jang mengalt jam negara kita, Pada hal teman-
terann ja mempertvaruhkan, tidak hanja harta benda dan waktu
Jang sengat berharga baginja, akfin tetapl dJjiwanjapun diichlas-
kcn puca,

Maka untuk mend jaga timbulnja rasa tidak adil, serta un=-
tuk memperbaharul peraturan? tentang pengerahan tenaga pela= .
djar jang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Perang, dipan=
dang perlu adanja "PERATURAN-PEMERINTAH TENTANCG KEWADJIBAN
BERBAKTI BAGI PFTADJERT,

PENDJELASAN PASAL DELI PASAL

Pasal 1.

Sebagal ukuran diambil mercka jang paling sedikit tammat
Sexolah Menensah Pertema atau sekolah lain jang sedern’ T 100,
Paik Dekolal Pemerintan maupun DPEXrLikelir, oebab djl.alal pengas=
J jarel dan pendidikannje (intelectuele ontwikk#ling) kurang da=-
zi itu dan terlalu muda usianja, mungkin tidak dapat memcnuhi
kewad jiban seperti jang termaktub dalam peraturan ini,

Mereka harus dapat memberi dorongan, (spirit) kspada Djie~
watan?, dimana mereka diperbantukan. Ada kalanja pula mereka
herus dapat menggenti tenaga?2 jang telah ada pada djawatan?
itu, jang terbukti tidak dapat mengatasi kesukaran? jang tim-
bul karena keadaan perdjoangan.

Pasal 2.

Tiaknp Terang.,
Pasal 3 B

a.danb. T jukup teransg,
¢, Peladjar jang sudah bekerdja pada Pemerintah pads umumn ja
tidak akan diambil untuk dikerdjakan pada djawatan lainnja
supe ja tidak menjalahi maksud peraturan ini, ialah menambah
- effbciency diawatan2 tsbh.

d, Mengingat kecodzoon masjarckat Indonesia, bahwa para bepak dan
ibu belum banjak jang mau meleprcskan anaknja perempuan ikul -
_dalam perd joangon dimedan atau ditempat jans -djsuh, maka un-
tuk mendjage agor tidak timbul kegont jangan dan kegellszhan
' nran ini tidak dikenakan pada peladgev-puteri,
Akan 4 Jalau mereka dengan swimrela mau men jumbengkan
tenaganja don-@a=i fihal orone Tuanja tidak ada keberatan,
sikap itu tentu. didastwe depn.dibargai,
- 3 0 Vioalr' siin =P
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Meskipun tidak ikut dalam perd joangan dimedan atau ditemped
Jang djauh, mereka tetap dapat menjumbangkan tenaga dengan me-
ngusahakan dapur umum, penghiburan dan lain sebegainja,

‘e, Karena kekurangan tenaga guru amat besar, maka murid? Seko=

lah G¥ra tidak dikenakan peraturan ini.
£, Tomikidn pula umumnja jang mengenal Sekolah Chusus (vek);
Alran tetapi Kementerian Pertahanan berhak memperginokcan *e-
" naga murid?2 sékolah Chusus guna kepentingan perd joangan.
&« Tjukup dgedus, _

Pasal 4.

(1) Paro peladjar akan ditempatkan pada Djawatan? jeng sesual
dengon pendidikan dan hasratnja dan kepadanja dapal diberi
pangkat tjadangan. '

(2) Tjukup djelas,

(3) Tjukup djelas,

L

Pagal 5, .
Meskipun tenaganja'diBﬁfﬁﬁ%an oleh perd joangan, Pemerintah,
tetap tidak melupekan, behwa pendidikannja selalu mend judi fang-
unzan Pemerintah dengan usaha membuka/memelihars sekolahZ
Front", mengirimkan guru2 ke “"Front", mengadakan causerie~cau-
seri, mengirimkan madjallah-madjallah dan sebagainja.

Pasal 6,

Maksud pasal ini adalah untuk menjatakanj pendirian Pemerin-
tah, bahwa djasa? jang diperoleh peladjer karena memenuhi kewa-
d jibann ja berbakti akan mendapat penghargaan sepenuhnja, misal-
nja:
bagl pelddjar jang istimewa djasanja dapat disediakan sokongan
belad jar (studie-beurs) kelak; waktu mend jalankan kewad jibanaja
berbakti selandjutnja akan dihitung sebagai mase kerdja podd
Pemerintah. g

Pagal)l 7, 8, 9 dan 10,
Tidak diperlukan pend jelasan,
P CCOCOTE '

: Untuk sakihan jang serupd §
KEPA »-g%gEELXNG TATA USAHA,
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